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Nomor 187, Tambahan Lembaran Neg_'
Indones1a Nemor 6402) : SR

tentang Manajemen Pegawax Nege
Negara - Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Repabh Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tah"
Pengawasan Ketenagakm jaa;n

5, Tambahan Lembaraﬂ I)aerah
Bara‘i: Nc-mo:z~ 5) : i :

telah

c’ilubah

(Lembaran g

HURUM

HARS

PRREANSEAT BARHAN
CPEMEAHAREA

&SZ?SE‘E‘.N’ e I




Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN“

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan
1.
2,

di bidang tenaga kerja dan urusan di b1da:r1g ﬁansmlglam

....__3_ .

MEMUTUSKAN':' -

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA - o
KERJA UNIT PELAKSANA . TEKNIS LABQRATQRIUM;_.__ e 3
KESEHATAN KERJA. PROVINSI KALIMANTAN BARAT. S

 BABI
KETENTUAN UMUM
Pasall

Daerah adalah Provinsi Kahmantan Barat

Pemerintah daerah adalah Gubez nur sebagal unsur - penyeleng
Pemerintahan Daerah yang. memimpm pelaksanaan umsan pemermta ar
yang menjadi kewenangan Pi’OVlI‘lSI Kahmemtan Barat S

Gubernur adalah Gubernur Kahmaﬂtaﬁ Barat

Dinas Tenaga Kerja dan TransmlgraSI Pmmnsz Kahmantan' '_Baraf: yaﬂgﬁf’
selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan per '

Kepala Dinas adalah Kepala Dmas Tenaga Kezja cian 'I‘ransmlgra Provmsz--:
Kahmantan Barat. B S

bekerja pac{a instansi pefnemntah e _
Pegawai Aparatur Slpﬂ Negara yang selanjutnya ciiseb ut

tugas berkaitan dengan pelayanan pubhk ser‘é:a admimstr LS
dan pembangunarn. ' e
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12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN ya:ng mendudukl Jabatan_.'_f:.{_j, :

Administrasi pada instansi pememntah

13.Jabatan Fungsional yang selan;u‘tnya dmngkat JF adalah sekeiompok:__-'_'.f_.:ﬁ:-.:_-..---.'.':'.;.f S
jabatan yang berisi fungsi dan tugas 'berkazta_n dengan pelaya,nan:;- '

fungsional yang berdasarkan pdda keahlian dan keterampﬂaxz tertentu

14. Pejabat Fungsional adalah Pegawaz ASN yang mendudul J abatan;‘ff

Fungsional pada instansi pemerzntah

15. Kesehatan tenaga kerja adalah: kesehatan' dz tempat ker;}a atau masaiah
kesehatan yang timbul akibat’ kerj ja terhadap tenaga kmja

16. Higiene perusahaan adalah - spesmhsasa dalam ﬂmu hyglene beserf:a...':
prakteknya yang melakukan penﬂman pada faktor penyebab penyam
secara kualitatif dan kuantitatif d111ngkungan ke:rga atau pemsahaan, yﬁmg
hasilnya digunakan untuk dasar tindakan korektlf pada hngkungan' 'se'_ ar
pencegahan, agar pekerja dan masyaraka‘i: disekztar perusahaan teihmdar_ 5
dari bahaya akibat kerja. ' SR i

17. Keselamatan kerja adalah suatu kegiaian yane" dltugukan untu:” mencegah'ﬂ:
semua jenis kecelakaan yang: ada kaltannya dengaﬁ Imgkungan da:{ s1t as
kerJ a. . . L ’

18. Lingkungan kerja adalah tempat kerga maupun dz luar tempat Iqexja untu |
melakukan aktivitas kerja yaiig dapat mempengamhl 'teﬁaga kerga dan5'
produktivitas kerjanya. :

19. Tenaga kerja adalah tiap- ma,p orang yang mampu melakukan':' peker;am
baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasﬂkan_.
atau barang untuk memenuhl . kebutuhem masyarakat
menggunakan alat produksi uiamanya da_lam proses produksz

20. Pengujian adalah suatu tmdakzm yang dﬂakukan oleh pegaw'f“l yang' berhak-_ .
untuk membandinglan dengan standar/ mla; ambang bata - yang '33sesuar '
dengan ketentuan perundang—undangan yang beriaku

21. Pelatihan dan penyuluhan adalah pelayanan yr—mg dzselenggarakaﬁ dalam
rangka pemberian pengetahu,an dan- kete1ampﬂan dzbldang Hlperkes -'dan--_j
Keselamatan Kerja. e ' o

22. Pengawasan adalah proses dalam menetapkam ukura{ kiney
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapeu__' hasi
diharapkan sesuai dengan kinerja: yang telah d1tetapkan tersebut.:

23. Ketenagakerjaan adalah segala Hal yang berhubungan dengan énaga;_.._-__ S
pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa ker_}a :

24 Keselamatan dan Kesehatan Kerga (KS) melupakan 1nstrume:n
memproteksi pekerja, perusahaan, hng}{ungan hldup, dari masyaraka
selitar dari bahaya akibat keceiakaan 1{81_}8. R EEG




25. Perusahaan adalah : : _ o S

a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak; ~milik era'ﬁg L ' L
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik =~ =
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan - F‘ekerja/Buruh' Lo
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentul lain; da:a s R

b} Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yarig mempunya1 pengurus ey
dan mempekerjakan orang lain dengan- membayar upah aiau 1mbalan ::- o e
dalam bentuk lain. R e

BABII o
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH -KERJA |

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Laboratormm Keseh&taﬁf e
Kerja. L

(2) UPT Laboratorium Kesehatan Kerja sebagazmana dzmaksud pada ayat (1)1_'-_:'::55__ .
adalah Unit Pelaksana Tekms kelas A dengan Wﬂayah kezga mehputz'
wilayah Daerah. S

BABII
KEDUDUKAN

- Pasal 3

UPT Laboratorium Kesehatan Kerja dipimpin oleh - seorang Kepaia UP’I‘ yangg-;.-
berkedudukan di bawah dan bertanggung}awab }aﬂgsung kepac’ia Kepaia--;- s
Dinas. e

TUGAS DAN FUNGSI SER’I‘A SUSUNAN ORGANISASI
Baglan Kesatu. ' L
Tugas dan Fungsi
- ‘Pasal 4 e S
UPT Laboratorium Kesehatan Kerja mempunyal tugas: melaksanakan kegiatanfp: '
teknis operasional dan keglatan tekris - fertentu. di’ bldang pelayanan

laboratorium kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan pez'undang
undangan. S i

Pasal 5 . : . _
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dzmaksud cialam Pasal 4 UPTfj':-
Laboratorium Kesehatan Kerja mempunyai fungs1 e e
a. penyusunan program kerja UPT Laboratorium Kesehatarl I{el ja T S
b. perencanaan kegiatan yang berkaitan de;:lgaﬂ ‘aparatur dan umum, GEhe o
pengelolaan keuangan dan aset di hngkungan UPT Laboratm mrn Kesehatanz_ S
Kerja; : '

c. pelaksanaan kegiatan teknis d1 bidang pelayanan laboratonum kesehataﬁf'_:.::;_-..: -';:ﬁ
kerja dan lingkungan kerja; _ N R e

d. pelaksanaan kegiatan teknis operasmnal d1 }:ndang pemerzksaan kesehataa
tenaga kerja, pengujian higiene perusahaan dan’ 11n0fkungan ker;a termasuk
kualitas udara kesehatan kerga dan penyuluhan K3; :
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e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di b1dang kesehatan kerja,:'-'-":'-"
ergonomi dan gizi kerja; : e i PR RN

f. pemberian saran dan pertzmbangan kepada Kepaia Dmas d1 bidang.-,'_"f'_j__-'_-'f A
pelayanan laboratorium kesehatan kerja; dan .~ L T

g. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayaran laboratouurn kesehatan kerjaf-_- e
yang diserahkan oleh Kepala Dinas. - Sl

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
 Pasal 6’ _ : . L
(1) Susunan Organisasi UPT Laboratorlum Kesehataﬁ Ker_;a sebagannanafﬂf:_‘ L
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ) terdiri dari : : S SR
a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Kesehatan Tenaga Kerja,

d. Seksi Higiene Perusahaan dan ngkungan Ker}a, dan

(2) Susunan Organisasi UPT Labotratorium - Kesehatan Kelj}a sebagmmaﬁa-'_ S

dimaksud pada ayat (1) tercantum . dalam Lamplran yang merupakan:;‘-
bagian tidak terpisahkan dari Peratulan Gubemur ini.. L :

Bagian Ketiga
Kepala UPT =
Pasal 7 - D
Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 ayat (1)
unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakanj

operasional di bidang Iaboraionum kesehatan kexja berdasarkan keb;jakan- :
Kepala Dinas dan ketentuan peraturan perundang«undangan :

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebaga:emana damaksud dalam Pasal 7; Kepala UPT .
mempunyai fungsi : - -

a. pelaksanaan administrasi di hngkungan UP’I‘ Laboiatozlum {esehaian:}
Kerja; : : : s

b. pelaksanaan kegiatan teknis opmasmnal ch b1dang Iabofatorium kesehaianf
kerja sesuai ketentuan peraturan’ perundang—undangaﬁ S
c. pengawasan pelaksanaan kegiataii ch hzlglmngan UP’I‘ 1L _'
Kesehatan Kerja; 8 e

d. pengendalian kegiatan di hngkuncfan UPT Laboratermm Kesehatan Kez e
pelaporan kegiatan di hngkungan UPT Laboratonum Keseha‘i:an Kezja"

f. pelaksanaan fungsi lain di bidang Iabora‘tcrlum keseha‘i:an kefja se___uai-;:'
ketentuan peraturan pemndang undangan S :
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Bagian Keempat '
Sub Bégian Tata Usaha = -
- Pasal 9 L R
Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud d_alam Pasal 6 ayat (1) huruf b f_'_;?_f-' e
mempunyal tugas penyusunan -rencaria ker}a momtormg dan evaluam
pelaksanaan administrasi kepegawalan dan umum, serta pengelolaan"_,
keuangan dan aset di lingkungan UPT Laboratorium. Kesehatan Kei ja .

Pasal 10 : oy G e

Untuk melaksanakan tugas sebaﬁ&zmana dzmaksud dalam Pasa} 9 Sub Bagiani_ e
Tata Usaha mempunyai fungsi: e :

a. penyusunan dan penyelarasan program ker;a serta pelaksana&mf

monitoring dan evaluasi di 1mgkunga.ﬁ UPT Laboratonum Kesehatan Ker;a

b. pelaksanaan administrasi kepegawalan orgamsaSI daﬂ ta‘i:aiaksana d
lingkungan UPT Laboratorium Kesehatar; Kerja,. e TR

c. pelaksanaan wurusan umum -dan tata usaha d} Imgkunvan""
Laboratorium Kesehatan Kerja; : - R S
d. pelaksanaan pengelolaan keuangan - dari aset dz hngkungan UPT e i
Laboratorium Kesehatan Kerja; '

e. pelaksanaan pelaporan keglataﬁ di hngkungan UP’I‘ Laboratomum_
Kesehatan Kerja; dan o ; '

. pelaksanaan fungsi lain di bldang tata usaha yang dlserahkan Oleh Kepala--'
UPT. i _

Bagzan Kehma
Seksi Kesehatan Tenaga Kelja
Pasal 11

kesehatam tenaga kerja yang berpengamh ’cerha.dap pel érja
masyarakat sekitar perusahaan sesual ketentuan peraturan' p
undangan. : '

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebaga;mana dimaksuci dalam'.'-.__p sal s
Kesehatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : e

a. penyusunan program kerja Seksi Keseh&tem Tenaga Kerja, S

b. pengumpulan dan pengolahan bahan d1 _bzdang pememksaan. kesehata
tenaga kerja; :

c. pelaksanaan kegiatan teknis operasmnai d1 b}dang pemerﬂ«:sam <esehatem
tenaga kerja; : i

pelaksanaan kegiatan teknis operaszonal di bldang pelatehan K' .
pelaporan pelaksanaan tugas Sekm Kesehatan Tenaga Ker_ga,

f. pemberian saran dan pertzmbangan berkenaan c‘ienga:a pelaksanaan'”uga
dan fungsi di bidang kesehatan ‘tenaga ker_]a, dan SR

g pelaksanaan fungsi lain di bidahg pengujlan keselamata
tenaga kerja yang diserahkan oieh Kepaia UPT '
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Bagian Keenam
Seksz H1giene e SIS S e
Pemsahaan dan ngkungan Kezja SR
Pasal 13 '_ e _
Seksi Higiene Perusahaan dan ngkungan Kezja sebagasmana: .dlmaksu:

sesuai ketentuan peraturan per undang undangan

asal 14

a.

b.

Kerja; A
e. pemberian saran dan pemmba:ﬂgan berkeﬁaan dengan peiaksanaan __ugas
dan fungsi di bidang higiene perusahaan dan hngkungam

f. pelaksanaan fungsi lain di bidang hlgzene perusahaan dan hngkungan kerj
yang diserahkan oleh Kepala- UPT :

Baglan Ketujuh :
Kedudukan dan- Tugas Ke}ompok J abatan Fungsmnal

Pasal 15 .

(1) Kelompok Jabatan Fungs:onai berkedudukan e:h bawah
Jawab secara langsung kepada Pe;abat P}.mpmaﬂ nggl '

pelaksanaan tugas jabatan iungsmnal berdasarkan 3 113
ketentuan peraturan per undang—undaﬁgan ' :

undangan.

Jenis dan jumliah Jabatan Fungswnal dztetapkan sesu
peraturan perundang- undangan ' . 5
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BABYV
KEPEGAWAIAN
Pasal 16 Lo BUN IR
(1} Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dau Pegawa:i ASN e Ol
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peramran pemndang—--: CL
undangan. - SR IERE RN ER R
(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional dzangkat da:rl Pegawai ASN_"__:-'-:' SRt

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peratura_n peiﬁihdamgm R e
undangan. SR Al

{3) Pengangkatan dalam Jabatan d1 lingkungan UPT Labmatonum Keseha.tanﬂ_
Kerja memperhatikan syarat dan kompetensi 3abatan sesuf:u lie’ceaituaﬂ-"- o
peraturan perundang-undangan. B R e

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangar karlr masa Jabatan bagi g
Pegawai ASN dalam suatu jabatan d1sest:ea;kan dengan ketentuan*-%_; Ll
peraturan perundang-undangan. e it

{5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT Laboratormm Kesehatan Kerjaf-_:}_:f:;’
disusun sesuai ketentuan peratman perundang- undemgan '

BAB VI St
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu

Tata Kerja
- Pasal 17 _ L
(1) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas merﬂlmpm membma, mengawas1 o
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan’ petunguk Le:tja kepada.gi
bawahannya. ' e :

{(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pegabat f&dmmistra& dan"fPe}ab_
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordmam mteglas1 dan;: i
sinkronisasi, baik di llngkungan UPT Laboratormm Kesehatan Kez 3&"'”
maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsmya g

(3} Kepala UPT dan seluruh Pejabat wajib meiaksanakan fung51 pengawasan di
lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Kerja’ da'n mengambll larzgkah-_.'_f':f-'
langkah yvang diperlukan untuk penyelesaian’ masalah sesual ketentuan i
peraturan perunda_ng*undangan o SN e

B;agiem Kedua

Pelaporan -
Pasal 18 | Gl
(1) Kepala UPT wajib menyampaﬂ{an laporan’ peiaksanaan tugasnya secara’-__-”}

(2) Kepala UPT wajib menyampalkan Laporan Kmerja kepada K@pala Dmas'
secara tepat waktu yang disusun sesuai Is:etentuan peratumn perundangﬂ
undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang te1 keut

(3) Setiap pimpinan unit kerja dI hngkungan UP’I‘ Laboratcrmm Kesehatan*i_* o
Kerja wajib mematuhi kebijakan yang teiah dltetapkan dan;_menyampazkanj 2
laporan pelaksanaannye-bailk—secara pemo'd’ﬂ? maupu sewaktu waktu.___'_ R

HARD PERANGHAT DARRA ARIGTEN I R 7
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kepada atasan masmg-masmg ‘sesual ketentuan peraturan perun ang— : :
(4) Setiap pimpinan jabatan struktma} wajib mengoiah 1aporan yang ditenma}f_'_ SO
dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan'_--z'_*_:”"'”""" o
pertimbangan dalam membemkan petunjuk tekms l{epada bawahan L

- BAB VII
PENDANAAN
Pasal 19 o i
Segala biaya yang timbul akibat Peraturan Gubernur ini be1 sumbe: darl

a. Anggaran Pendapatan dan Beiemga Daerah daﬁ / a‘tau

b. Sumber pendapatan lain yang sah dan ﬁdak menmkat sesuaa ketentuan :
peraturan per undang—undaﬂgan : :

 BAB VIII

KETENTUAN LAIN- LAIN
" Pasal 20 R

Kepala UPT wajib memberikan c‘iukuﬁgaﬂ dan kerga sama yang ba.ik _dalam_
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta’ fasxhtas1 penataan _ 0 d
analisis jabatan, ketatalaksanaaﬂ ser‘i,a referma31 blI‘Ok_’l asi dan“akuntabﬂrtta&
kinerja yang dilaksanakan oleh Pmaﬁgkat Daerah yang bertanggung Jawab di
bidang organisasi. :

CBABIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21 -

Pada saat Peraturan Gubemuf 1n1 mulai - beﬂaku Pegawal ASN :yemg_
melaksanakan tugas pada UPT La‘boratorzum Keseha '
melaksanakan tugasnya sepanja_ng beium ada penugasan __yang aru. dari
Pejabat Pembina Kepegawaian. : ' S &

BABX .
KDTENTUAN PENUTUP |

Pa83122 e L ST i
Pada saat Peraturan Gubemur m1 mu1a1 beriaku, Pera‘turan Guber 'ur Namoz

2021 Nomor 189), dicabut dan dmyatakm izdak beﬂaku _ﬁ' S
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HURTN _Pz«;’;‘@%m&m i

b

ABIETRN I G| EBEEDA




- 11 -

Pasal 23 _ :
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundaiigka'ri'

Agar setiap orang m@ngetahmnya memerintahkan pengundangem Peraturaﬁ i

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daemh Prov1ns1
Kalimantan Barat. '

Ditetapkan di Pontianalk S
pada tanggal & oWieher gL
MGUBERNUR KALIMANTAN BARAT,{

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal % abobd Bobin

SEKRETARIS DAERAH
%PRO JINSI KALIMANTAN BARAT &

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 7




LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2022 '

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM L

KESEHATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA : Liin

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA UPT

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI SEKSI

KESEHATAN TENAGA KERJA HIGIENE PBRUSAHAAN DAN
_ LINGKUNGAN KERJ A




